SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 396 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STASIUN TELEVISI UNTUK PENYIARAN KEGIATAN
KAMPANYE MELALUI METODE DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON TAHAP KEDUA DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur
dalam Lampiran Bab II Bagian A angka 3 huruf c
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363
Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota;

b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang
dituangkan dalam Berita Acara Nomor 208/PL.02.4-
BA/5101/2/2024 tanggal 31 Oktober 2024,
menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Jembrana telah menetapkan lembaga penyiaran atau
stasiun televisi yang menyiarkan secara langsung dan
dalam bentuk siaran relay untuk Kegiatan Kampanye
melalui Metode Debat Publik atau Debat Terbuka
Antar Pasangan Calon Tahap Kedua dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
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Mengingat

-0

Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Stasiun
Televisi untuk Penyiaran Kegiatan Kampanye melalui
Metode Debat Publik atau Debat Terbuka Antar
Pasangan Calon Tahap Kedua dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6547);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
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Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023
tentang tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 363);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 60);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
‘Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543
Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis
Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan
Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363
Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JEMBRANA TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI
UNTUK PENYIARAN KEGIATAN KAMPANYE MELALUI
METODE DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON TAHAP KEDUA DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024.

Menetapkan Stasiun Televisi untuk Penyiaran Kegiatan
Kampanye melalui Metode Debat Publik atau Debat
Terbuka Antar Pasangan Calon Tahap Kedua dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun
2024, sebagaimana tercantum  dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

Stasiun Televisi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU melaksanakan penyiaran Kegiatan
Kampanye melalui Metode Debat Publik atau Debat
Terbuka Antar Pasangan Calon Tahap Kedua dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun
2024 dengan bentuk:

a. siaran langsung;

b. siaran relay.

Penetapan Stasiun Televisi dan pelaksanaan penyiaran
kegiatan Kampanye melalui Metode Debat Publik atau
Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Tahap Kedua dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun
2024 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini
digunakan sebagai dasar tindak lanjut pengadaan
barang/jasa pemerintah oleh  Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024
yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Jembrana Tahun 2024.
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KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 31 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBRANA

Kepala Subbagian Teknis

nggaraan Pemilu, Partisipasi
% bungan Masyarakat,
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ri Prasetya Arta
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 396 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STASIUN

TELEVISI UNTUK PENYIARAN KEGIATAN
KAMPANYE MELALUI METODE DEBAT
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON TAHAP KEDUA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

PENETAPAN STASIUN TELEVISI UNTUK PENYIARAN
KEGIATAN KAMPANYE MELALUI METODE DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON TAHAP KEDUA DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

No.

Jadwal Kegiatan

Metode Penyiaran

Nama Stasiun Televisi

(1)

(2)

3)

“4)

Tahap Kedua
(10 November 2024)

a. | Siaran Langsung

BALI TV
(PT Bali Ranadha Televisi)

b. | Siaran Relay

iNews BALI
(PT Bali Music Channel)

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 31 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

Kepala Subbagian Teknis

ggaraan Pemilu, Partisipasi

"(1: gan Masyarakat,
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